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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pada BUMNag Madani Nagari Lubuk 

Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan hasil dan 

temuan penelitian di lapangan serta dianalisis menggunakan model implementasi yang 

dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dapat disimpulkan bahwa BUMNag 

Madani Nagari Lubuk Malako merupakan transformasi dari koperasi milik nagari yang 

sudah memiliki sumberdaya yang memadai. Namun dalam Implementasi Kebijakan 

Pengelolaan BUMNag Madani Nagari Lubuk Malako belum sepenuhnya berjalan 

dengan baik, dilihat dari hasil Usaha dalam tiga tahun terakhir 2018, 2019 dan 2020 

selalu mengalami penurunan. AD, ART menjadi sebuah Pedoman yang sah dan legal 

yang didalamnya tertuang tujuan dan sasaran kebijakan yang terukur dan jelas tidak di 

pedomani para pelaksana, serta kondisi lingkungan eskternal yang tidak kondusif juga 

turut membuat implementasi dari kebijakan pengelolaan BUMNag Madani di Nagari 

Lubuk Malako tidak berjalan secara optimal yaitu pada lingkungan sosial yang mana 

antar antar implementor  masih memiliki hubungan ikatan darah sehingga membuat 

terjadinya ketidak profesionalisme pegawai dalam pengurusan dan pengelolaan 

BUMNag Madani. Lalu terjadinya penurunan harga sawit pada tingkat nasional dan 

internasional juga berpengaruh terhadap semangat kerja dari kariawan BUMNag yang 

juga menurun akibatnya terjadi penurunan pendapatan asli nagari yang bersumber dari 

BUMNag Madani secara signifikan. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan fenomena dan temuan penelitian yang dilihat dari Implementasi 

Pengelolaan Badan Usaha Miliki Nagari Madani Nagari Lubuk Malako Kecamatan 

Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan terdapat beberapa saran dari peneliti.  

1. Angaran dasar dan anggran rumah tangga  BUMNag Madani Harus menjadi 

pedoman dalam Pengelolaan BUMNag 

2. Diperlukannya peningkatkan kapasitas, pelatihan ataupun Bimbingan teknis 

Pengurus BUMNag dalam pengurusan dan Pengelolaan BUMNag Madani. Kedua, 

perlu adanya pelatihan ataupun Bimbingan agar para aktor mampu memahami 

tugas pokok dan fungsinya masing-masing  

3. Memperkuat Kerja Sama dan Koordinasi antara lembaga agar kedepan tidak ada 

kesalah  pahaman , mengurangi miskomunikasi dan tumpang tindih peran.. 
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